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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 261 ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, penerbitan persetujuan
bangunan gedung dilakukan setelah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan
bukti pembayaran retribusi;

bahwa berdasarkan ketentuan huruf a angka 1 Surat
Sekretariat Kabinet Nomor B.84/Seskab/Ekon/
02/2022 tanggal 11 Februari 2022 Perihal Penyelesaian
Permasalahan Pelayanan Penerbitan Persetujuan
Bangunan Gedung serta Pelaksanaan Kebijakan
Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung
Pemerintah Sektor Perumahan, nomenklatur dalam
Peraturan Daerah harus dibaca dan dimaknai sebagai
persetujuan bangunan gedung, dan pelaksanaan
retribusi untuk persetujuan bangunan gedung
menggunakan Peraturan Daerah yang mengatur
retribusi izin mendirikan bangunan;

bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pejabat
Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus
memenuhi syarat sesuai dengan tujuan Diskresi, sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan yang Baik,
berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak
menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan
dengan iktikad baik;

d. bahwa ...
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bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan
Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6628);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011
Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor S5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2016 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.

Daerah  Kabupaten adalah Daerah  Kabupaten
Sumedang.

Bupati adalah Bupati Sumedang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Sumedang.
Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.

6. Persetujuan ...
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6. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang
diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung
sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

7. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang
selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik
berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan
proses  penyelenggaraan  Persetujuan  Bangunan
Gedung, sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung, surat
bukti kepemilikan Bangunan Gedung, rencana teknis
pembongkaran Bangunan Gedung, dan pendataan
Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait
penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB II
PELAYANAN PERIZINAN PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG

Pasal 2

(1) Pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung
dilakukan setelah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan bukti
pembayaran Retribusi.

(2) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang.

Pasal 3

(1) Pengenaan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor S5 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu.

(2) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten mengenai
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diundangkan
maka pengenaan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku.

Pasal 4
Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan Persetujuan
Bangunan Gedung dilaksanakan melalui SIMBG.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pelayanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung
dilaksanakan mulai tanggal 21 Februari 2022.

Pasal 6 ...



Peraturan Bupati

diundangkan.

Agar setiap
pengundangan

penempatannya

Sumedang.

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

mengetahuinya,
Peraturan

Pasal 6
mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

e

<

e

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

memerintahkan
Bupati ini dengan
Berita  Daerah  Kabupaten



